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ABSTRAK 

 

 
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif 

(legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Permasalahan dalam 

tesis ini yaitu : Kekuatan Mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2015 Bagi Hakim Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika dan Ratio 

Decidendi Putusan Hakim Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang 

Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. 

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah 

Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan 

peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Sebagai aturan yang diperuntukkan ke 

jajaran peradilan, yang memiliki sifat mengikat ke dalam hanya pada jajaran 

peradilan namun tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat keluar dalam artian 

mengikat para penegak hukum pada instansi yang lain. SEMA bukan berbentuk 

peraturan/regeling yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang harus 

dilaksanakan, SEMA hanya sekedar bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, 

yang lebih bersifat administrasi. Dasar pertimbangan Hakim yang mendasarkan 

rasa keadilan dan mengesampingkan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana 

di bawah batas ancaman minimum khusus dalam tindak pidana narkotika dapat 

dibenarkan, sebab apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian 

hukum maka sudah sewajarnya keadilan lebih diutamakan daripada kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap 

kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum dan 

apabila dalam penerapannya terjadi benturan, maka hakim sejauh mungkin harus 

mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum. 

 
 

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Minimum Khusus, Tindak Pidana 

Narkotika 
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ABSTRACT 

 
 

The type of research used in this thesis is normative juridical (legal 

research), using a statutory approach, and a conceptual approach. The problems 

in this thesis are: The Binding Strength of the Circular Letter of the Supreme 

Court Number 3 of 2015 for Judges in Handling Narcotics Crimes and the Ratio 

Decidendi of Judges' Decisions in Handling Narcotics Crimes Implementing the 

Circular Letter of the Supreme Court Number 3 of 2015. 

SEMA Number 3 of 2015 is a form of circular from the leadership of the 

Supreme Court to all levels of the judiciary which contains guidance in the 

administration of justice, which is more administrative in nature. As a rule that is 

intended for the ranks of the judiciary, which has the nature of binding inward 

only to the ranks of the judiciary but does not have the power to bind it out in the 

sense of binding law enforcers to other agencies. SEMA is not in the form of 

regulations / regulations that are binding and have legal force that must be 

implemented, SEMA is only a guide in the administration of justice, which is more 

administrative in nature. The judge's basis of consideration based on a sense of 

justice and overriding legal certainty in imposing a criminal under the minimum 

threat limit specifically for narcotics crimes can be justified, because if there is a 

conflict between justice and legal certainty, justice should be prioritized over 

legal certainty. Justice and legal certainty are two legal objectives that are often 

inconsistent with each other and are difficult to avoid in legal practice and if in 

practice there is a conflict, the judge as far as possible should prioritize justice 

over legal certainty. 
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